S , == z
@ Tivd LAM /"G &

‘.v-..\

w2 T dgatmand Memperkuat Hak-hak Hutan
7 ' Kémg arakatan dapat Mencegah Perubahan Ikllm







Sebuah Pendekatan yang Dipandang
Sebelah Mata untuk Mencegah
Perubahan Iklim

Komunitas internasional sepakat akan adanya kebu-
tuhan untuk secepatnya mengurangi emisi gas rumah
kaca yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi
hutan. Sebanyak 13 juta hektar hutan ditebang setiap
tahunnya, setara dengan luas 50 lapangan sepak-
bola setiap menitnya. Hal tersebut menunjukkan
betapa pentingnya mengurangi tingkat deforestasi
dan degradasi hutan sebagai upaya untuk mengatasi
perubahan iklim sebelum mencapai tingkat yang
lebih berbahaya. Namun demikian, kita melewatkan
sebuah usaha penting untuk melawan perubahan
iklim — memperkuat hak masyarakat dan komunitas
lokal terhadap tanah dan sumber daya, dan hutan
tempat mereka menggantungkan hidup.

Pendekatan ini telah lama dipandang sebelah mata
sebagai upaya untuk mengatasi perubahan iklim.
Walaupun pemerintah yang mengklaim sebagian
besar wilayah hutan di seluruh dunia, namun
sesungguhnya masyarakat dan komunitas lokal yang
menjadi pelindung sebagian besar wilayah hutan
tersebut. Mereka memiliki ikatan historis dan kultural
yang sangat erat dengan hutan tempat mereka hidup.
Jutaan komunitas di seluruh dunia tergantung
kepada hutan untuk memenuhi kebutuhan dasar
hidup mereka. Mereka dapat membantu mencegah
kerusakan hutan dan mengurangi emisi CO,, dan
juga menjaga hutan mereka sebagai tempat
penampungan karbon dengan menyerap CO,
berbahaya dari atmosfir.

Masyarakat dan komunitas lokal saat ini memiliki
hak-hak yang diakui secara hukum atas 513 juta
hektar hutan, hanya sekitar seperdelapan total hutan
di seluruh dunia. Secara keseluruhan, hutan-hutan
tersebut menampung sekitar 37.7 miliar ton karbon,
setara dengan kandungan karbon di seluruh hutan
di Amerika Utara. Apabila karbon-karbon tersebut
dilepaskan ke atmosfir dalam bentuk CO,, besarnya
akan setara dengan 29 kali jumlah emisi CO, yang
dihasilkan pesawat komersial setiap tahunnya di selu-
ruh dunia. Masyarakat lokal memiliki hak-hak adat
terhadap wilayah hutan yang lebih luas, namun hak-
hak tersebut tidak diakui secara hukum oleh pemer-
intah setempat. Sebagian besar hutan kemasyara-
katan berada di negara-negara dengan masyarakat
berpenghasilan menengah kebawah dengan tekanan
deforestasi yang besar. Namun demikian, para

pemerintah, donatur, dan pihak-pihak terkait lainnya
cenderung untuk mengesampingkan kontribusi besar
dalam mencegah perubahan iklim yang dapat diwujud-
kan dengan mengekspansi dan memperkuat hak-hak
hutan kemasyarakatan.

Saat ini deforestasi dan APL berkontribusi terhadap
11 persen emisi gas rumah kaca setiap tahunnya.
Hal tersebut menunjukkan bahwa proteksi hukum
yang lemah terhadap komunitas hutan bukanlah
permasalahan hak tanah dan sumber daya semata,
tetapi juga merupakan permasalahan perubahan
iklim. Mencegah aksi-aksi yang dapat melanggar
hak-hak hutan kemasyarakatan merupakan bagian
dari solusi. Laporan ini bertujuan untuk mendorong
komunitas internasional untuk memprioritaskan
dukungan terhadap komunitas hutan di negara-negara
berkembang sebagai sebuah usaha untuk melawan
peningkatan temperatur global.

Tentang Laporan

Menjamin hak, melawan perubahan iklim menganali-
sis fakta-fakta yang tengah berkembang yang menun-
jukkan hubungan antara hak-hak hutan kemasyaraka-
tan dengan kondisi hutan yang lebih sehat, dan tingkat
emisi CO, dari deforestasi dan degradasi hutan yang
lebih rendah. Laporan ini menunjukkan adanya kebu-
tuhan untuk mengembangkan dan memperkuat hak-
hak hutan kemasyarakatan berdasarkan bukti-bukti
yang diambil dari studi komparasi, penelitian kuanti-
tatif, studi kasus, dan analisis karbon dan deforestasi
yang dilakukan oleh World Resources Institute (WRI).
Hasil temuan kami bersumber dari bukti-bukti yang
berasal dari 14 negara kaya hutan di Amerika Latin,
Asia, dan Afrika: Bolivia, Brazil, Kolombia, Ekuador,
Guatemala, Honduras, Indonesia, Mexico, Nepal,
Nikaragua, Niger, Papua Nugini, Peru, Tanzania.
Secara keseluruhan, keempat belas negara tersebut
memiliki 323 juta hektar hutan kemasyarakatan yang
diakui oleh pemerintah — sekitar 68 persen dari total
hutan kemasyarakatan di negara-negara dengan
penghasilan menengah kebawah — dan banyak wilayah
hutan kemasyarakatan lainnya yang tidak diakui
secara hukum. (Lihat Gambar 1.) Analisis laporan ini
fokus kepada hubungan antara hak-hak hutan kema-
syarakatan yang diakui secara hukum (atau yang tidak
diakui), seberapa besar perlindungan hak-hak tersebut
yang dilakukan oleh pemerintah, dan kondisi hutan.
(Silakan lihat laporan yang lengkap untuk diskusi yang
lebih mendetail mengenai temuan-temuan dan daftar
referensi yang lengkap.)

Menjamin hak, melawan perubahan iklim
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Gambar 1 | Hutan Kemasyarakatan yang Diakui oleh Pemerintah per Negara sebagai Total Persentase
Hutan Kemasyarakatan yang Diakui oleh Pemerintah di Negara dengan Pendapatan
Menengah Kebawah

Papua New
Guinea 6%

Colombia 6%

Bolivia 5%

Tanzania 4%
Nepal 0.35%

Peru 4%
Ecuador 1.41%

E—
I

—Honduras 0.29%

—Indonesia 0.21%

-rGuatemala 0.08%

L “—Nicaragua 0.03%
Niger n.d.

Sumber: RRI 2014. Data mengenai hutan kemasyarakatan yang diakui oleh pemerintah di Ekuador diperoleh dari Red Amazonica de Informacion Socioambiental
Georreferenciada (RAISG, 2012). Data mengenai jumlah hutan kemasyarakatan di Nikaragua diperoleh dari Inventario Nacional Forestal, 2008.

Penyerapan Karbon vs Sumber Karbon

Menjamin hak, melawan perubahan iklim menun-
jukan dengan sangat jelas bahwa tingkat deforestasi
di dalam wilayah hutan kemasyarakatan dengan
pengakuan hukum dan proteksi pemerintah yang
kuat, jauh lebih rendah dibandingkan dengan hutan
di luar wilayah tersebut. Sebuah wilayah yang
sedikit lebih besar dari Yunani, sekitar 22 juta hek-
tar, dikuasai penduduk lokal di Bolivia. Dari tahun
2000 hingga 2010, hanya 0,5 persen wilayah hutan
tersebut yang mengalami deforestasi, sebagai per-
bandingan 3,2 persen deforestasi terjadi di hutan
Amazon Bolivia. Hal tersebut menunjukan bahwa
tingkat deforestasi di hutan yang secara hukum
dikuasai penduduk lokal lebih rendah hingga enam
kali lipat dibandingkan dengan wilayah hutan lain-
nya. Dari tahun 1986 hingga 2007, sebagian besar
hutan kemasyarakatan yang diakui secara hukum di
wilayah Maya Biosphere Reserve Guatemala hanya
mengalami 0,02 persen deforestasi, dibandingkan
dengan 0,41 persen deforestasi di hutan lindung
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Reserve tersebut, tempat di mana penebangan
hutan dilarang — tingkat deforestasi sekitar 20 kali
lebih rendah.

Sekitar 8,1 juta hektar hutan di Mexico berada di
bawah pengelolaan hutan kemasyarakatan. Sampel
yang diambil dari lima hutan yang dikelola oleh
masyarakat lokal, sekitar 375.500 hektar, menun-
jukkan bahwa wilayah hutan tersebut berpotensi
menyerap karbon sebesar 64,1 juta ton karbon.
Manfaat pencegahan perubahan iklim tersebut
akan lebih besar apabila memperhitungkan ribuan
hutan kemasyarakatan lainnya di Mexico. Terlebih
lagi, hutan yang dikelola oleh masyarakat lokal di
Semenanjung Yucatan Mexico menunjukan tingkat
deforestasi yang lebih rendah dibandingkan dengan
wilayah hutan yang secara ketat dilindungi oleh
pemerintah untuk konservasi. Sebagai contohnya,
dari tahun 2000 hingga 2005, Calakmul Biosphere
Reserve di Yucatan mengalami deforestasi sebe-
sar 0,7 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan
wilayah hutan yang dikelola oleh masyarakat lokal



tidak jauh dari Reserve tersebut, yaitu hampir men-
capai nol persen deforestasi (0,002 persen).

Laporan ini turut menjelaskan fenomena-fenomena
yang perlu dicermati ketika pemerintah tidak
memperhatikan hak-hak hutan kemasyarakatan.
Sebagai contohnya, menurut RAISG, sebuah LSM
di Amazon, tiga wilayah yang secara hukum diakui
sebagai tanah adat di Barat Laut Peru, Huascayacu,
Alto Mayo, dan Shimpiyacu, kehilangan masing-
masing 51 persen, 33 persen, dan 24 persen dari
wilayah hutan mereka di antara tahun 2000 dan
2010 — salah satu deforestasi terburuk di Amazon.
Kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan
tanah-tanah adat tersebut untuk konsesi minyak,
gas, dan tambang, merupakan penyebab utama
tingkat deforestasi yang sangat besar tersebut.
Konsesi minyak dan gas menutupi hampir 75
persen hutan Amazon Peru. Sebanyak 87 persen
tanah adat di wilayah Madre de Dios, Peru, tump-
ang tindih dengan wilayah konsesi minyak dan gas,
dan konflik penggunaan lahan lainnya.

Di Papua New Guinea, hampir seluruh hutan
dikuasai oleh masyarakat lokal, namun pemerintah

telah mengeluarkan izin kepada perusahaan swasta
terhadap sekitar 4 juta hektar hutan — wilayah
sebesar Swiss. Jika wilayah tersebut dikonversikan
menjadi perkebunan kepala sawit atau penggunan
non-hutan lainnya, maka wilayah tersebut dapat
melepaskan 3 miliar ton CO, ke atmosfir.

Terakhir, di Indonesia dari sekitar 42 juta hektar
hutan kemasyarakatan, hanya satu juta hektar yang
diakui secara hukum oleh pemerintah. Pemerin-
tah secara rutin mengalokasikan wilayah hutan
kemasyarakatan untuk konsesi perkebunan kelapa
sawit, hutan tanaman industri, dan penggunaan
non-hutan lainnya. Di wilayah Papua Timur,
masyarakat dijebak untuk menyetujui penggunaan
komersial jangka panjang terhadap tanah mereka
dengan kompensasi kurang dari 1 USD per hektar
per tahun.

Namun demikian, seperti yang telah disebutkan
sebelumnya, ketika pemerintah bergerak untuk
mengakui dan melindungi hak-hak hutan kema-
syarakatan, tingkat deforestasi dapat dikurangi
secara signifikan. Salah satu kasus paling sukses
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yang dijelaskan di dalam laporan ini adalah Indig-
enous Lands di Brazil. Masyarakat lokal membantu
melindungi wilayah hutan Amazon Brazil dengan
dukungan dari pemerintah. Negara-negara lain
yang berpenghasilan menengah kebawah dengan
hutan melimpah, dapat meniru pendekatan yang
dilakukan Brazil untuk melindungi hutan mereka,
mengurangi emisi CO, mereka, dan memberikan
manfaat lainnya kepada masyarakat yang tinggal

di hutan.

Sebuah Model Sukses: Indigenous
Lands di Brazil

Brazil memiliki hutan dengan serapan karbon
terbesar di dunia, dengan sekitar 63 juta ton karbon
terkunci di dalam biomassa mereka. Hutan Amazon
Brazil mewakili sekitar setengah dari total hutan
hujan tropis di seluruh dunia, dan 10 persen sera-
pan karbon dari seluruh ekosistem darat. Sebagian
besar karbon tersebut terserap di hutan kema-
syarakatan, termasuk di dalamnya, banyak hutan
kemasyarakatan yang diakui secara hukum. Namun
demikian, Brazil merupakan salah satu penyum-
bang gas emisi rumah kaca terbesar di dunia akibat
deforestasi. Sebagian besar deforestasi hutan Ama-
zon terjadi di Brazil. Walaupun demikian, analisis
menunjukan bahwa pengakuan terhadap hak-

hak hutan kemasyarakatan sangat berhubungan
erat dengan berkurangnya deforestasi, sekaligus
menunjukan bahwa emisi CO, akibat deforestasi
akan semakin parah apabila masyarakat lokal tidak
memiliki hak legal terhadap hutan mereka dan
perlindungan dari pemerintah.

Dari tahun 1980 hingga 2007, sekitar 300 Indig-
enous Lands diakui secara hukum di Brazil, meski-
pun penyelesaiaan pemetaan ofisial dan proses
registrasi terbukti berlangsung lama. Hutan-hutan
masyarakat lokal tersebut, secara ofisial bernama
Indigenous Lands, memberikan masyarakat lokal
hak yang berkelanjutan untuk mengesampingkan
kepentingan eksternal, dan mengelola dan menggu-
nakan hutan secara berkelanjutan, dengan pemer-
intah sebagai pemilik formal. Sumber daya hutan
dapat digunakan untuk tujuan komersial, dengan
sustainability plan yang disetujui, namun peneban-
gan hutan komersial harus mendapat persetujuan
dari badan legislatif nasional. Yang terpenting,

hak masyarakat lokal untuk mengesampingkan
kepentingan eksternal mencakup hingga mineral di
bawah tanah, sehingga pemerintah secara umum
tidak diperkenankan untuk memindahkan hak atas
mineral di wilayah-wilayah tersebut.

Banyak studi yang menunjukan efektifitas Indige-
nous Lands dalam mengurangi tekanan deforestasi
di Brazil. Nolte et al, membandingkan kemampuan
wilayah yang dilindungi pemerintah, wilayah
dengan penggunaan yang berkelanjutan, hutan
kemasyarakatan lokal dalam mencegah deforestasi
dan menyimpulkan bahwa Indigenous Lands
“diperkirakan secara konsisten telah menghadapi
tekanan deforestasi terbesar, namun paling berha-
sil menghindari terjadinya deforestasi tersebut.”
Serupa dengan temuan tersebut, Nepstad et al,
menemukan bahwa Indigenous Lands “berhasil
mencegah deforestasi di bidang agrikultural yang
aktif dengan sangat baik.”

Gambar 2 | Membandingkan Kehilangan Tutupan Hutan, 2000-12, dan Rata-rata Kepadatan Karbon di
dalam dan di luar Indigenous Lands di Amazon Brazil

Kehilangan Tutupan Hutan (Perubahan Hutan Bersih)

Rata-rata Total Kepadatan Karbon (ton/ha)

-0.6% DI DALAM

Sumber: Hansen et al., 2013. Data Karbon dari Saatchi et al., 2011.
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Gambar 3 | Kehilangan Tutupan Hutan yang Dideteksi oleh Satelit di Brazil, 2000-12, untuk Indigenous
Lands di Barat Daya Amazon Brazil

BRAZIL

Kehilangan Tutupan Hutan ] 20012004  [H 2005-2008

LEGENDA
Indigenous Lands

Hutan Amazon Brazil

{1 Wilayah yang Diperbesar (lihat Gambar disebelan kiri)

TUTUPAN DAN KEPADATAN HUTAN (2000)

- Hutan Tertutup (tutupan kanopi > 45%)

- Hutan Terbuka (tutupan kanopi 25-45%)
Woodlands (tutupan kanopi < 25%)

Kehilangan Tutupan Hutan [ 20012004 [ 2005-2008  [HM 2009-2012

Sumber: Data kehilangan tutupan hutan diperoleh dari Hansen et al., 2013, dan menggambarkan perubahan hutan pada resolusi spasial 30 meter di seluruh dunia. Data Indigenous
Lands diperoleh dari Ministry of Justice’s National Indian (Fundacao Nacional do Indio, 2013). Jumlah Indigenous Lands di set data adalah 371, yang meliputi lahan yang secara
penuh diakui dan yang masih dalam proses registrasi. CATATAN: data FUNAI mengenai tanah komunitas lokal berjumlah 35 juta hektar lebih sedikit dari data RRI. Alasan perbedaan
tersebut adalah data FUNAI adalah khusus untuk Indigenous Lands, sedangkan data RRI mencakup juga tipe tenur tanah lainnya, seperti Extractive Reserve, Sustainable Development
Reserve, Agro-Extractive Settlement Reserve, Forest Settlement Projects, Sustainable Development Projects, dan wilayah Quilombolas (masyarakat keturunan Afrika).

Menjamin hak, melawan perubahan iklim



Penemuan-penemuan tersebut didukung oleh
analisis deforestasi WRI untuk hutan Amazon.
Dari tahun 2000 hingga 2012, kehilangan hutan
yang terjadi di Indigenous Lands hanya sebesar
0,6 persen, dibandingkan dengan 7,0 persen di
luar wilayah tersebut. (Lihat Gambar 2.) Gambar
3 menunjukan sebuah bagian dari hutan Amazon
dengan tekanan deforestasi yang besar. Kehilan-
gan hutan dari tahun 2000 hingga 2012 tergolong
dekat, namun jarang di dalam, batas-batas wilayah
Indigenous Lands.

Pemerintah Brazil secara umum melindungi hak
hutan masyarakat lokal, namun masyarakat lokal
seringkali terpaksa harus mengusir sendiri para
penebang, peternak, dan penyusup lainnya. Indig-
enous Lands merupakan satu-satunya wilayah di
hutan Amazon yang tidak rusak akibat deforestasi
dengan jalan melintas di dalamnya. Indigenous
Lands boleh memiliki jalan, namun mereka tidak
memiliki deforestasi.

Hasilnya, hutan kemasyarakatan di Brazil cender-
ung kaya akan karbon, menampung 36 persen kar-
bon lebih banyak per hektar dibandingkan wilayah
di luar Indigenous Lands. (Lihat Gambar 2.)

Analisis deforestasi dan stok karbon WRI men-
emukan bahwa dari tahun 2000 hingga 2012,
Indigenous Lands menghasilkan emisi CO, 27 kali
lebih rendah dibandingkan wilayah di luarnya.
Kehilangan tutupan hutan sebesar 22,5 juta hektar
di hutan Amazon Brazil di luar Indigenous Lands
mengakibatkan 8,7 miliar ton emisi CO, di antara
tahun 2000-2012. Dalam periode yang sama, 311
juta ton emisi CO2 dihasilkan oleh deforestasi
dari sekitar 677.000 hektar hutan di wilayah
Indigenous Lands.

Oleh sebab itu, Indigenous Lands berperan besar
dalam mencegah emisi karbon ke atmosfir. Satu
spekulasi memperkirakan bahwa Indigenous Lands
dan wilayah yang dilindungi pemerintah di Amazon
Brazil dapat mencegah 27,2 juta hektar deforestasi
pada tahun 2050, wilayah dengan luas sedikit lebih
besar dari Inggris. Jika karbon di wilayah tersebut
terlepas dalam bentuk CO,, akan mencapai sekitar
12 miliar emisi CO, — setara dengan tiga tahun total
emisi CO, dari seluruh negara di Amerika Latin

dan Karibia.




Temuan Secara Umum

B Ketika masyarakat dan komunitas lokal
tidak memiliki hak legal atau memiliki hak
legal yang lemah, hutan mereka cender-
ung menjadi rentan terhadap deforestasi
sehingga menjadi sumber emisi gas kar-
bon dioxida. Deforestasi hutan kemasyarakatan
lokal di Brazil mungkin telah mencapai 22 kali
lipat lebih tinggi tanpa pengakuan hukum yang
mereka lakukan. Di Indonesia, tingkat emisi CO,
yang tinggi akibat deforestasi didorong oleh tidak
adanya atau lemahnya hak legal terhadap hutan
kemasyarakatan. Sebagai contohnya, konsesi
perkebunan kelapa sawit menutupi 59 persen
hutan kemasyarakatan di Kalimantan Barat.

B Haklegal hutan untuk masyarakat dan

perlindungan pemerintah terhadap hak
tersebut cenderung mengurangi emisi
karbon dioxida dan deforestasi. (Lihat
Gambar 4.) Di Brazil, deforestasi di hutan kema-
syarakatan lokal dari tahun 2000 hingga 2012
kurang dari 1 persen, dibandingkan 7 persen di
luar wilayah tersebut. Lebih tingginya tingkat
deforestasi di luar wilayah hutan kemasyaraka-
tan mengakibatkan emisi CO, yang lebih besar
hingga 27 kali lipat dari luar wilayah hutan ke-
masyarakatan. Dan hutan kemasyarakatan lokal
menampung 36 persen lebih banyak karbon
dibandingkan kawasan Amazon Brazil lainnya.

Gambar 4 | Ringkasan Analisis Bagaimana Hak Hutan Kemasyarakatan dan Kebijakan Pemerintah

Berdampak kepada Hutan
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Mohon perhatikan laporan lengkap untuk informasi lebih mengenai hak-hak legal yang diakui.
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Masyarakat dan komunitas lokal yang
memiliki hak legal terhadap hutan mam-
pu menjaga atau meningkatkan cadan-
gan karbon hutan mereka. Perlindungan
pemerintah terhadap hak hutan masyarakat di
Niger berdampak kepada penambahan 200 juta
pohon baru, penyerapan 30 juta ton karbon
dalam 30 tahun terakhir. Dukungan terhadap
hutan kemasyarakatan di Nepal telah menin-
gkatkan kesehatan hutan dan menghasilkan
cadangan karbon lebih dari 180 juta ton di
wilayah seluas 1,6 juta hektar.

Bahkan ketika masyarakat memiliki

hak legal terhadap hutan, kebijakan
pemerintah yang mengesampingkan hak
tersebut dapat berdampak kepada emisi

karbon dan deforestasi yang tinggi.
Hutan masyarakat lokal di Peru, di mana kebi-
jakan pemerintah melemahkan hak-hak hutan
kemasyarakatan, mengalami tingkat deforestasi
terparah dibandingkan kawasan Amazon

Peru lainnya.

Masyarakat dapat secara parsial men-
gatasi kebijakan pemerintah yang me-
lemahkan hak mereka terhadap hutan.
Di Honduras dan Nikaragua, masyarakat lokal
berhasil secara parsial menghambat laju de-
forestasi terlepas dari lemahnya perlindungan
dari pemerintah. Dalam beberapa kasus, laju
deforestasi di hutan kemasyarakatan menca-
pai 0,01 persen, dibandingkan 1,40 persen di
wilayah sekitarnya.




Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penulis mem-
buat lima rekomendasi praktis yang berdasarkan fakta
kepada para donor, pemerintah, masyarakat madani,
dan pihak terkait lainnya yang bekerja dibidang
perubahan iklim, hak atas tanah, dan kehutanan.

B Memberikan pengakuan legal terhadap
hak masyarakat dan komunitas lokal ter-
hadap hutan. Perhatian harus diberikan kepada
jutaan masyarakat yang hidup di kawasan hutan
tanpa hak legal terhadap hutan mereka. Di Indo-
nesia, di mana hak legal masyarakat terhadapat
hutan tidak ada atau lemah, pemerintah menunda
pembentukan Undang-Undang baru yang men-
gakui kepemilikan masyarakat terhadap hutan
mereka. Ketika masyarakat memiliki sebagian hak
terhadap hutan mereka, pemerintah dan pihak
lainnya harus memperkuat hak tersebut. Semen-
tara rekomendasi ini berlaku untuk semua negara
yang relevan, mereka yang memiliki banyak
hutan dan perlindungan hak hutan kemasyaraka-
tan yang lemah, sangat membutuhkan rekomen-
dasi ini. Sebagai tambahan, pihak-pihak terkait
lainnya harus mendukung penguatan hak hutan
kemasyarakatan sebagai bagian dari kesepakatan
REDD+ kedepannya.

B Melindungi hal legal masyarakat terhadap
hutan. Pemerintah dan mitra-mitranya harus
membantu melindungi hak hutan kemasyara-
katan dengan, sebagai contohnya, memetakan
batas-batas hutan kemasyarakatan, membantu
mengusir penebang liar, dan tidak memberikan
konsesi komersial di wilayah hutan kemasyara-
katan. Di Brazil, pemerintah memetakan dan
meregistrasi hutan kemasyarakatan lokal, mem-
bantu masyarakat mengusir pemukiman liar,
dan secara umum melarang pemberian konsesi
komersial kepada perusahaan di wilayah hutan
kemasyarakatan. Pemerintah dan mitranya harus
memberikan komitmen pendanaan dan investasi
untuk mendukung masyarakat dan mitranya.
Sebagai tambahan, pemerintah dan donor harus
memasukkan program-program yang mendu-
kung hak hutan kemasyarakatan dalam strategi
perubahan iklim mereka.

B Mendukung masyarakat dan komunitas
lokal dengan pelatihan dan bantuan tek-
nis. Pemerintah, donor, dan masyarakat madani
harus menyediakan pelatihan dan bantuan teknis

kepada komunitas lokal dan melakukan aktifitas
untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal.
Sebagai contohnya, di Mexico beberapa komuni-
tas lokal menerima pelatihan dan dukungan dari
pemerintah untuk meningkatkan penggunaan
hutan secara berkelanjutan dan akses terhadap
pasar. Sebagai tambahan, pemerintah, donor,
dan masyarakat madani harus membantu men-
jamin bahwa masyarakat dan komunitas lokal
dapat berpartisipasi dalam mengembangkan
perumusan kebijakan dan kerangka hukum yang
berhubungan dengan REDD+.

Mengikutsertakan masyarakat hutan
dalam perumusan kebijakan investasi
yang berdampak kepada hutan mereka.
Pemerintah dan para pelaku bisnis harus bekerja
sama untuk menjamin bahwa kebijakan pemer-
intah konsisten dengan standar internasional,
dan memastikan bahwa investasi tidak melang-
gar hak-hak hutan kemasyarakatan. Di Peru,
kegagalan pemerintah untuk menaati secara utuh
standar-standar internasional berkontribusi ter-
hadap tingginya tingkat deforestasi di wilayah hu-
tan kemasyarakatan. Sebagai contohnya, hukum
nasional mewajibkan bahwa status masyakarat
dan komunitas lokal ditentukan jauh sebelum
keputusan yang berdampak kepada mereka
dirumuskan. Selain itu, jika ekstraksi komersial
mineral bawah tanah yang diperbolehkan secara
hukum terjadi di wilayah hutan masyarakat lokal,
pemerintah harus memastikan bahwa ekstraksi
tersebut dilakukan dengan cara yang tidak meru-
sak dan hanya setelah adanya persetujuan dari
masyarakat yang terkena dampaknya.

Memberikan kompensasi kepada ma-
syarakat hutan untuk iklim dan manfaat
lainnya yang diberikan oleh hutan. Pemer-
intah dan mitra-mitranya harus melakukan
komitmen terhadap pendanaan dan investasi
dalam mendukung masyarakat lokal dan
pihak terkait untuk meningkatkan insentif
ekonomi supaya masyarakat mengelola hutan
mereka secara berkelanjutan. Sebagai tam-
bahan, pihak-pihk terkait harus mendukung
penguatan hak-hak hutan kemasyarakatan
sebagai bagian dari kesepakatan REDD+
kedepannya. Menjamin bahwa masyarakat
lokal mendapatkan kompensasi atas usaha
mereka menjaga hutan sebagai bagian dari
desain dan implementasi REDD+.

Menjamin hak, melawan perubahan iklim
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